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pembangunan nasional yang serasi dan seimbang.



Di samping keberadaan yang bernilai sangat strategis tersebut, Indonesia
berada pula pada kawasan rawan bencana, yang secara alamiah dapat
mengancam keselamatan bangsa. Dengan keberadaan tersebut, penyelenggaraan
penataan ruang wilayah nasional harus dilakukan secara komprehensif, holistik,
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Kenyataan ini sesuai yang disebutkan pada Undang Undang Dasar Tahun

1945 pada Pasal 25 yang berbunyi:



“ Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan
yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya
ditetapkan dengan Undang — Undang.”

Wilayah Indonesia ini dapat dimanfaatkan oleh negara sebagaimana pada
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lain. Pengembangan dalam berbagai sektor ini membuktikan bahwa Negara
Indonesia yang terdiri atas beberapa wilayah kepulauan menjadi salah satu
negara yang dikategorikan negara berkembang di dunia.

Pengembangan atas masing-masing sektor memerlukan penunjangan berupa

pembangunan aspek fisik. Adapun yang dapat dikategorikan sebagai salahsatu
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Tahap berikutnya setelah perencanaan ruéng berupa pemanfaatan ruang.
Pada tahap pemanfaatan ruang yang mana merupakan pelaksanaan atas rencana
tata ruang yang telah dibentuk dalam perencanaan tata ruang guna tercapainya

struktur ruang dan pola ruang. Pelaksanaan atas recana tata ruang terrsebut



dimaksudkan sesusai dengan tingkatan wilayah daerah dan fungsi ruang
tersebut. Selanjutnya tahapan akhir berupa pengendalian pemafaatan ruang.
Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya dalam pencapaian tertib tata
ruang yang dilakukan dengan beberapa cara yaitu penetapan peratura zonasi,

perizinan, pemberian insentif dan disentif, serta pengenaan sanksi.
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selanjutnya disebut Peraturan Daerah di Kota Padang atas penggantian
pemanfaatan ruang tidaklah lepas dari Undang-Undang Pokok Agraria sebagai

pedoman nasional dan peraturan terkait lainnya. Adapun acuan lain dalam



pemindahan kawasan pusat pemerintahan dikarenakan faktor bencana alam
yang telah terjadi, hal ini mengakibatkan dikeluarkannya Peraturan pemerintah
daerah. Didalam Peraturan Daerah RTRW Kota Padang tersebut diatur
pemindahan kawasan pemerintahan yang awalnya dari Kecamatan Padang Barat
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